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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama . Aria Bogorianti Asgul, S.Si, Apt
NIP : 19720709 199903 2 001
Jabatan . PIt. Kepala Balai Besar POM di Padang

UnitKerja : Balai Besar POM di Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa data pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
yangdilaporkan pada laporan iniadalah benardan merupakan data hasil respon yang

diberikan oleh responden survei atas layanan yang diberikan.

Saya paham dan menyadari bahwa data yang dilaporkan memiliki dampak penting
dalam berbagai aspek, antara lain penilaian kinerja organisasi dan perbaikan
berkelanjutan atas pelayanan publik yang dilaksanakan. Oleh karena itu, saya
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan

keakuratan data yang dilaporkan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau ketidakakuratan dalam
data yang dilaporkan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi dan tanggung

jawab yang timbul dari ketidaksesuaian data tersebut.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan

dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Agustus 2025
Plt. Kepala BalaiBesar POM di Padang,

Aria Bogorianti Asgul, S.Si, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara
wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,
transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat
mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.
Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan
Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini
memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat
dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan

yang diberikan.

BBPOM di Padang menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk
mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan
perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga
dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan
masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan
realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai

bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat
Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan

pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;

2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi
penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan;dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi

penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh BBPOM di
Padang namun tetap dikoordinasikan oleh Tim Kerja Pengembangan Pelayanan
Publik Biro Hukum dan Organisasi BPOM. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang

bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner pada aplikasi SapaAPIP yang
disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas)
pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Kesembilan unsurdalamkuesioner SKM BBPOM di Padang yaitu:

1. Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang
harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan
melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta
pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.

3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biayal tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
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masyarakat. Unsurinijuga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan
serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasijenis pelayanan adalah
hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yangtelah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis
pelayanan.

Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang
harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan

pengalaman

. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam

memberikan pelayanan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan,
saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan
tindak lanjut.

Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan

pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu

satu kali dalam satu tahun. Pelaksanaan survei hingga mendapatkan indeks

kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 8 (delapan) bulan dengan rincian

tahapan sebagai berikut:

No

Tahapan Kegiatan Periode Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan

a. Pengumpulan data jenis dan Minggu Il Januari s.d. Minggu IV Februari
pengguna layanan 2025
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b. Penetapan target responden Minggu | s.d. lll Maret 2025
survei dan penyiapan tautan
survei
2. | Pelaksanaan survei oleh UPP 15 April s.d. 18 Juli 2025
3. | Pengolahan survei Minggu Il April s.d. Minggu Il Agustus 2025*
4. | Pelaporan survei oleh UPP Minggu lll s.d. Minggu IV Agustus 2025

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri
PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan tahun 2024 total sebanyak
539 orang dan sampel sebanyak 108 responden,dengan rincian jumlah populasidan

sampel per jenis layanan sebagai berikut:

Z‘ Jenis Pelayanan Pogiula Sarlnpe
Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan 0 0
Makanan
Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan

2 2 1
Makanan

3 Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik 30 5
(CDOB)

4 Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan 5 1
Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)

5 Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan 5 1
Kosmetika yang Baik (CPKB)

Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon

6 et . 2 1
notifikasi kosmetika

7 Penerbitan izin penerapan Cara Produksi 37 5
Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

8 | Pengujian Obat dan Makanan 41 11

9 Pengaduan masyarakatdan informasi Obat dan 493 83
Makanan

Jumlah 539 108
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BAB II

ANALISIS DATA SKM

Berdasarkan hasil pengumpulandata, jumlah responden penerimalayananyang

diperoleh yaitu 108 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE
1 Jenis Kelamin Laki-Laki 36 33%
Perempuan 72 67%
2 Pendidikan Tidak Sekolah 0 0%
SD/Sederajat 0%
SMP/Sederajat 0 0%
SMA/Sederajat 40 37%
D1/D2/D3 3 3%
D4/S1 56 52%
S2/Profesi/S3 9 8%
3 Pekerjaan ASN/TNI/POLRI 29 27%
Swasta 14 13%
Wirausaha 22 20%
Ibu Rumah Tangga |0 0%
Pelajar/Mahasiswa | 25 23%
Petani/Nelayan 0 0%
Pekerja
Lepas/Freelance 0 0%
Pensiunan 0%
Lainnya 14 13%
Peneliti/Dosen 3 3%
BUMN/D 1 1%
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Kategorisasi Non Disabilitas 108 100%
Pengguna
Layanan
Disabilitas 0 0%
Kategorisasi Jenis | Disabilitas Fisik 0 0%
Disabilitas
Disabilitas 0 0%
Intelektual
Disabilitas Mental 0 0%
Disabilitas Sensorik | 0 0%
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2.2

Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No

Jenis Layanan

Jumlah
Respo
nden

Persyara
tan

Prosedu
r

Waktu

Biaya

Produk

Kompet
ensi

Perilaku

Aduan

Sarpra

IKM Per
Jenis
Layanan

Penerbitan
Surat
Keterangan
Impor Obat dan
Makanan

0

0

Penerbitan
Surat
Keterangan
Ekspor Obat
dan Makanan

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

83,33

98,10

Sertifikasi Cara
Distribusi Obat
yang Baik
(CDOB)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sertifikasi
pemenuhan
aspek Cara
Pembuatan
Obat
Tradisional

yang Baik

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
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(CPOTB)

Sertifikasi
pemenuhan
aspek Cara
Pembuatan
Kosmetika
yang Baik
(CPKB)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Penerbitan
rekomendasi
sebagai
pemohon
notifikasi
kosmetika

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Penerbitan izin
penerapan
Cara Produksi
Pangan Olahan
yang Baik
(CPPOB)

93,33

93,33

94,44

93,33

93,33

96,67

100,00

93,33

93,33

94,50

Pengujian Obat
dan Makanan

11

100,00

100,00

99,49

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,48

99,70

Pengaduan
masyarakat
dan informasi

83

98,39

97,99

98,19

97,99

98,19

98,19

98,39

98,80

94,78

97,80
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Obat dan

Makanan
Rerata IKM Per Unsur 98,46 98,15 98,30 | 98,15 | 98,30 98,46 98,77 98.77 | 95,37 98.08
IKM Unit Layanan 98,08

Mutu Unit Layanan
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Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur
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2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek sarana
prasarana, prosedur dan biaya merupakan tiga isu yang paling sering disorot oleh
masyarakat. Secara kuantitatif, ketiga dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat
ditingkatkan. Sarana prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 95,37. Selanjutnya

prosedur dan biaya mendapatkan nilai 98,15 adalah nilai terendah kedua dan ketiga.

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak
masukan yang menyatakan bahwa posedurlayanan dimana terlalu banyak data yang
diminta berulang-ulang dan kurangnya sosialisasi terkait peraturan ataupun
perubahan peraturan terkait perizinan dan biaya. Selain itu, terdapat keluhan
mengenai kurangnya sarana prasarana pelayanan dimana tempat parkir tamu yang

kurang memadai.

Atas dasar temuan tersebut, unitkerja kami menyusun rencana tindak lanjut
yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih

penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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adalah melakukan penyederhanaan prosedur

layanan,

meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta memperbaiki sarana prasarana

bagi penggunalayanan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak

lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan kedepan

No

Unsur

Rencana Tindak

Lanjut

Waktu

Penanggung

Jawab

Sarana
prasarana

Memfasilitasi tamu
parkir khusus untuk
dan mendata

untuk

tamu
ulang parkir

pegawai

30 September
2025

Bidang Tata

Usaha

Biaya

Menyampaikan

kepada pelaku usaha
bahwa biaya yang
disetorkan ke negara
sudah sesuai dengan
yang
akan

peraturan
berlaku dan
menjelaskan  biaya-
biaya lain seperti
biaya uji dan biaya
pembangunan tempat
secara lebih

terperinci.

30 September
2025

Bidang
Pemeriksaan
(Sertifikasi)

Biaya

Memberikan informasi

terkait biaya melalui
media sosial dan
media cetak.

30 September

2025

Bidang
Pemeriksaan

(Seerifikasi)
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3 Prosedur Menyampaikan 30 September | Bidang
kepada pelaku usaha | 2025 Pemeriksaan
bahwa prosedur (Sertifikasi)
pengurusan perizinan
dilakukan sesuai
dengan

peraturan/juknis yang

telah ditetapkan.

Prosedur Membuatinovasiyang | 30 September | Bidang
memudahkan pelaku | 2025 Pemeriksaan
usaha dalam (Sertifikasi)
memenuhi

persyaratan dokumen

(simpelin aja).

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerimalayanan BBPOMdi Padang dapatdilihatmelalui
grafik berikut :

100

98 - 0808
775

96 9574

94
3.13

92
91.65

90

88
2021 2022 2023 2024 2025
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Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir
menunjukkan pola yang fluktuatif namun sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 terlihat
peningkatan nilai SKM. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa BBPOM di
Padang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja

pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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BAB Il
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh BBPOM di Padang periode tahun 2024
menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan sepert
dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Tahun 2024

No Unsur IKM
1 Persyaratan 98,46
2 | Sistem, Mekanisme, dan 98,15

Prosedur
3 Waktu Penyelesaian 98,30
4 Biaya/Tarif 98,15
5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 98,30
Pelayanan
6 Kompetensi Pelaksana 98,46
7 Perilaku Pelaksana 98,77
8 Penanganan Pengaduan, 98,77
Saran, dan Masukan
9 | Sarana dan Prasarana 95,37

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan
intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. BBPOM di
Padang telah menyusun dan menindaklanjuti rencanatindak lanjut perbaikan pada 3

unsurterendah hasil SKM periode tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, maka
implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon

No Rencana Tindak Lanjut Apsil:ianr;angll'Ia_n'Jl.'ﬁ![iah Dijabarkan ditambahkan Doéggniwaetr;’;aﬁ
(Sudah/Belum) tantangan/hambatan yang dihadapi)
Proses sertifikasi CDOB merupakan
kerjasama Badan POM dan UPT,
penerimaan berkas, pembayaran PNBP
hingga pendelegasian waktu audit
ditetapkan oleh Badan POM,
1.1 Menyampaikan bahwa waktu selanjutnya UPT akan melakukan audit
layanan terhitung sejak sesuai dengan pendelegasian dari
persyaratan dilengkapi dan pusat. Petugas UPT melakukan audit
1 pembayaran PNBP. Waktu Sudah sesuai waktu yang ditetapkan pada
" | layanan telah memperhitungkan sistem e-sertifikasiCDOB.pom.go.id
waktu evaluasi sehingga hasil Waktu yang diperlukan untuk
evaluasi dapat memenuhi penyelesaian CAPA sesuai dengan
persyaratan CDOB. pendelegasian dari Badan POM (40HK
sebanyak 2x).
Namun untuk mempercepat pelaku
usaha memenuhi CAPA, petugas
memberikan desk pendampingan
kepada pelaku usaha.
Untuk biaya, petugas selalu
) menginformasikan kepada pelaku
1.2 Menyampaikan kepada usaha bahwa biaya yang dibayarkan
penerima layanan bahwa biaya Sudah

tarif sesuai Peraturan Pemerintah.

sesuai dengan peraturan berlaku
namun pelaku usaha dengan skala
usaha kecil seperti PBF lokal masih
merasa terbebani dengan biaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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tersebut.

1.3 Menyampaikan kepada
pelanggan akan melakukan

Petugas layanan telah menyampaikan
kepada pelaku usaha bahwa proses
CDOB melalui aplikasi e-
sertifikasiCDOB.pom.go.id , namun

. Sudah terbatasnya SDM dari PBF sehingga
pendampingan dalam proses .
b terkendala dalam menyelesaikan
sertifikasi CDOB. . )
proses pada sistem, umtuk itu petugas
layanan melakukan desk untuk
mendampingi pelaku usaha.
Petugas layanan selalu menyampaikan
tentang persyaratan dan tahapan yang
2.1 Menyampaikan kepada harus dilalui dalam proses pengurusan
pelanggan tentang ketentuan Sudah CPKB. Hambatan: kurangnya
persyaratan CPKB kemampuan pelaku usaha untuk
memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.
2.2 Melakukan pendampingan Kutrazgnya kerr;smpuan p?Iaku usaha Dl
secara personil kepada untuk memenuhi persyaratan yang
Sudah ditetapkan, maka petugas layanan

pelanggan terkait proses
sertifikasi CPKB

memberikan desk pendampingan
kepada pelaku usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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2.3 Ketua Tim Sertifikasi
melakukan coaching kepada
petugas terkait penyampaian
sertifikasi CPKB.

Sudah

Ketua tim akan terlebih dahulu
memberikan bimbingan, melatih dan
mendukung petugas yang akan
menyampaikan sertifikasi CPKB

3.1 Menyampaikan kepada
pelanggan tentang ketentuan
persyaratan IP CPPOB

Sudah

Petugas layanan selalu menyampaikan
tentang persyaratan dan tahapan yang
harus dilalui dalam proses pengurusan
IP CPPOB. Hambatan: kurangnya
kemampuan pelaku usaha untuk
memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

3.2 Menyampaikan kepada
pelanggan bahwa waktu layanan
dihitung ketika proses diplikasi
berada di akun petugas

Sudah

Proses IP CPPOB merupakan
kerjasama Badan POM dan UPT,
penerimaan berkas, pembayaran PNBP
hingga pendelegasian waktu audit
ditetapkan oleh Badan POM,
selanjutnya UPT akan melakukan audit
sesuai dengan pendelegasian dari
pusat. Petugas UPT melakukan audit
sesuai waktu yang ditetapkan pada
sistem .

Waktu yang diperlukan untuk
penyelesaian CAPA sesuai dengan
pendelegasian dari Badan POM (40HK
sebanyak 2x).

Namun untuk mempercepat pelaku
usaha memenuhi CAPA, petugas
memberikan desk pendampingan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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kepada pelaku usaha.

3.3 Melakukan pendampingan
kepada pelanggan secara

Kurangnya kemampun pelaku usaha
dalam menggunakan aplikasi. Untuk itu

personel terkait sertifikasi IP Sudah petugas melakukan pendampingan

CPPOB secara personel baik di kantor maupun
di MPP

Menyampaikan kepada Petugas selalu menginformasikan

pelanggan bahwa tarif layanan Sudah kepada pelaku usaha bahwa biaya

sesuai dengan PerBPOM No.32
Tahun 2017

yang dibayarkan sesuai dengan
peraturan berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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BAB IV
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu

periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sebanyak 108 orang mengisi SKM pada BBPOM di Padang. Layanan
Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan menjadi layanan
dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah sampel yang mengisi survei
yaitu 108 orang.

Pelaksanaan pelayanan publik di BBPOM di Padang secara umum
mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 98,08. Nilai
SKM BBPOM di Padang menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025.

Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu: Sarana Prasarana,
Prosedur dan Biaya yang merupakan tiga unsur pelayanan dengan nilai
terendah.

Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, BBPOM di Padang

telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.

Padang, 28 Agustus 2025

Plt. Kepala Balai Besar POM di Padang

Aria Bogorianti Asgul, S.Si, Apt
NIP. 19720709 199903 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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,_/1 RESPONDEN

"/ Keterangan Ideniilas

Jenis Pelayanan

Jonts pRlayanan yang dmenma

Presentase tohapan penyelesaian

RESPONDEN
Ketarangan identilag

Pertanyaan

1. Bagaimana penilman Saudara

)
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Kuesioner

Lampiran |

Laporan Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM)
BBPOM di Padang Tahun 2025

Survei Pelayanan Publik pada
Balai Besar POM di Padang

a PELAYANAN 3 HUESHONER
4 Jenis Layanan A Hualtas Pelayanan Pubik
18| dengan angia saja
Lakil=ki© Perempuan
<= SMA alau sedevajal
Pelijar imabasiswa
HUESHINER

A Wuallas Pelayanan Pubik

Penerbitan Sural Kederangan kmpor Obat dan Makanan

Hungan datam %

PELAYANAN
deniz Layanan

17 Sangat Tidak Mudah
(2 Tidak Mudah

! Kusang Mudah

{1 Cukup Mudah

171 M

7 Sangat Madah

2. Bagaimarna penilaian Saudarm
1+ Sangat Tidah Mudsh

7 Tk Mudah

7 Kumang Mudah

12 Cukup Mugah

1 Mudal

1 Sangat Mudah

3. Apakan menurat penlialan Saudara, wakti pelayanan dilaksanakan scaual dengan kstentuan 7

() Sangst Tukak Sesuas
1) Tudak Sewuni

171 Kurang Sesuai

1 Gk p Sesual

i Sesual

17 Sangat Sesuni

Tahun 2025

KUESIONER
B Persepsi Ank Koreps|

KUESIONER
B, Persepsi Anf Konpsi

KUESIONER
B, Paisapsi ANE Korupsl

SARAN & MASUKAN
Selesai

5 SARAN & MASUKAN
Selesai

SARAN & MASUKAN
Selesal
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4. Apaksafi menuret paniiaian Saudars jangks wekn AzAUA o 1
) Sangat Tidak Sasunl
idak Sesuni

7 Kurang Sesoai
_ Cukup Sesuai
) Seswal

) Sanget Sesuai

5. Bagaimana peniloan Saudara mengenai reaponkecepatan petugas atan aplikas: sestem dalam pelayanan 2
11 Sangat Lambat

! Lambat

' Kurang Cepat

7 Cukup Cepat

i cepat

17 Sangat Cepat

6. Bagaimaid penilaian Saudors mengeial Kejelasan informasi entang biaya pslayanan 7
./ Sangat Tidak Jelos
7 Tinak Jeias

17 Kurang Jelas

. sangat Jolas

7. Bagaimana penilzian Saudars mengenai kesesuian produk/jass layanan antara yang dewcantum dstam standar pelmyanan dengan hasil yang diberikan ¥

Sangat Tidak Sesuai
0 Tidak Sesusi
) Kurang Sesuai

[EE— n
1 Sesuar

. Bagaimana penilaan Saudars mengs petugas datam 2
17 Sangat Tikak Memadai

7 Tittak Memadi

1 Kurang Mamasal

! Cukup Memadai

Memadal

! Sangat Memadai

9. Apakah manuret penilalan Saudars, patugas sopan dan mampa barkomunikas! dengsn balk (ul=an staw varbal) 7
) Sangat Thikak Satuju

wdak Setuju

1) Kurang Setuju

1 Cukup Setuju

i satuju

1 Sangat Seta

1. Bagaimana penitaizn Saudara menpenai pada unit layanan ini ?
) Saiigat Titkak Baik
) Tinak Baik

1 sangat Baik

11. Bagaimana peniiaion Soudars prazarana publik pada wndt inyanan inl 2
17 Sangat Tukak Lengkap
17 Tietak Lenpkap

1) Kurang Lenghap
o &2

) Langkap

12. Apakah manurit peniiaten aaecara, yang BEBNA| dengan yang ditstapkan it iayanan ini 7
1) Sangat Tidak Saauai
2 Tictake Seauni

Kurang Sesuai
1) Cukup Sesuai
) Sesuai

) Sanget Sesual

1. Apakah menunt penilnian sasdara, informasi Pelayanan pada unit layanan ini felah tersedia melahis media elekbronie maupun non elektronik >
(1 Sangat Tidak Setuju

(0 Tidak Sebuju

) Kuiang Setuju

L Cukup Setup

L Setuju

171 Sangat Setnju

. Apakah menurul penilaian saudar, Erilfbioya pelayanan yang dibeyarkan pada unit lsyanan ini seausi dengan yang ditetapkan 7
' Senget Tidak Sesuai

i Tinak Sesua

17 Kurang Sesoai

10 Cukup Sesuai

) Sesuai

1) Sangst Sesusi
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RESPONDEN PELAYANAN g HUESIONER HUESIONER SARAN & MASUKAN
Kebmrargan ldenfitas Jenis Layanan A Kualilas Pelaysnan Publi " B Persepsi hali Kowpsi Selesa

Apakah Saulara celuju dengan peyalaan ini 7

1. Patugas layanan
171 Sangat Tidak Setwju

1 Titak Setuju

1 Wurang Setuju

) Cakup Setup

sty

171 Sangat Setjn

2, Potuges memberikan pelayanan sesal prosedur dan tanpa indikssi kecurangan
1 sangat Tidak Sehuu

171 Tidnk Setaju

1 Kurang Setuju

() Cukup Setuju

L setulu

1 Sangat Setoju

3. Pelayznan yang diberikan ta
) Sangat Tidak Seduju

11 Tinak Setaju

7 Kumang Setup

0 Cukup Setup

1D Setuly ﬂ

O Sangat Setuju

5. Pelaynan yang dibedken tanpa prakilk pemberian imbakan angbarang
1 Sangel Tidak Seiuju

11 Tinak Setujuy

1 Kurang Satujy

12 Cukup Setuju

12 Seduju

1) Sangat Setajn

4. Patayanan pada unit inl Tanpa prakiik pangutan ikar (pungily
17 Sangat Tidak Setuju

17 Tirak Setuju

() Kurang Setuju

! Cukug Setufu

U Seluju

71 sangat Setup

5. Pelayanan pada unil ini tanga prakiik percaloan/perantarafbirs
1 Sangat Tdak Setuju

0 Tidak Setuju

' Kurang Setuji

T cakup Setup

12 Setuju

171 Sangat Setmjn

RESPONDEN PELAYANAN E KUESIONER KUESIONER e SARAN & MA SUKAN

1 Kebzrangan idenilas Jenis Layaman A Wuallas Pelayanan Publik B, Persepsi Anf Konpsi Selesai

Sdahkan 19l kolom dibawah ini

| &
&30

Magukun kode keamandr & sas
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Lampiran Il

Laporan Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM)
BBPOM di Padang Tahun 2025

Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)

Dokumentasi Pelayanan Publik di BBPOM di Padang

Dokumentasi Pelayanan Publik di MPP Kota Padang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Dokumentasi Pelayanan Publik di MPP Kota Pariaman

B PENGAWAS OBAT DAN MAKAN/
DI PADANG

Nadir di Mol Prlayenan
l'h'nri.v:m 0er)
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Lampiran il

Laporan Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM)
BBPOM di Padang Tahun
2025

Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Survei SKM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

JI. Gojoh Made PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213 Fox. (0751) 7055213, 445241
BADAN POM Email : bpom_padang@pom.go.id bbpom_padang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PADANG
NOMOR : P1.06.06.3A.03.25.145 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVE] KEPUASAAN MASYARAKAT
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDI PADANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mempersiapkan pelaksanaan
pelayanan publik secara maksimal atau pelayanan
prima Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Padang
b. Bahwa dalam rangka persiapan penilaian unit
pelayanan publik oleh Kementrian PAN RB maka
dibentuk Tim Pelaksana survei Kepuasan Masyarakat
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Mengingat : 1. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Oraganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik;
3. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Padang Nomor

HK.02.02.3A.06.24.197 Tahun 2024 tentang Standar
Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Padang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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39
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PADANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT

Kesatu : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya

tersebut dibawah ini sebagai Tim Pelaksana Survei

Kepuasaan Masyarakat Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Padang

Kedua : Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat bertugas

sebagai berikut:

1. Menyiapkan segala komponen yang dibutuhkan
sesuai dengan tools pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

2. Menyiapkan segala komponen yang dibutuhkan
sesuai dengan tools pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan sesuai
Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Padang Nomor
HK.02.02.3A.06.24.197 Tahun 2024 tentang Standar
Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Padang

3. Membuat laporan hasil Survei Kepuasan
Masyarakat setiap bulan untuk survei mandiri

4. Melakukan evaluasi dan membuat rencana aksi
tindak lanjut setiap bulan untuk Survei Kepuasan
Masyarakat Mandiri dan setian tahun untuk survei
kepuasan masyarakat sesuai sistem
sapaapip.pom.go.id

Ketiga : Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat
bertanggung kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Padang

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini
akan diatur kemeudian

Kelima :  Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan akan dilakukan perubahan/perbaikan apabila

dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan
ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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LAMPIRAN

Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Padang

Nomor: P1.06.06.3A.03.25.145

Tanggal: 3 Maret 2025

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Pembina : Dra. Hilda Murni, Apt, MM

Ketua : Linda Gusrini Fadri, S.Si, Apt, M.Farm
Sekretaris | : Novita Normasari, S.Si,Apt, MPH
Sekretaris 11 : Azfrianty, STP, M.Farm

Anggota : Yon Firman, S.Si, Apt

Aria Bogorianti Asgul, S.Si, Apt
Rio Mardion, MH

Reni Sepriyanti, S.Farm, Apt PH
Hilda Adriani, S.Farm, Apt

Else Dian Pramita, S.Farm

Dilla Shavera, S.Si, Apt, M.Biomed
Yunila Fitri, S.Farm, Apt

Sony Aulia Dwita AM, SE

Sony Yulia, Amd

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Maret 2025

Plt. KEPALA BALAI BESAR
WIAS «PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
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